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ABSTRACT

Kerinci Seblat National Park (TNKS) is located in the provinces of West Sumatra, Jambi, Bengkulu, and South Sumatra and has an area of 1,389,509.867 ha. TNKS faces many problems, one of which is shifting cultivation. Efforts made to reduce farming inside the park include creating a transmigration program, with Bahar Selatan District serving as one of the destination areas. This area has major potential in the plantation sector, which is expected to improve community welfare. The aim of this research is to determine the level of welfare of the ex-farmer community from the TNKS area in Bahar Selatan District, Muaro Jambi Regency. This study employs a quantitative descriptive method using BKKBN welfare indicators. Data were collected through structured interviews using questionnaires, field observations, and literature studies, with respondents selected via purposive sampling. The results show that the education level of the ex-farmer community generally consists of Senior High School (SMA) graduates, and their primary occupation is oil palm farming. Based on family income measured against the 2024 Muaro Jambi Regency Minimum Wage (UMK), 35 respondents (58%) earn above the UMK. Furthermore, the community generally exhibits good housing, health, family consumption, and social conditions. In terms of welfare stages, 6 respondents (10%) are categorized as Pre-Prosperous Families (KPS), 10 respondents (16%) as Prosperous Family Stage I (KS I), 6 respondents (10%) as Prosperous Family Stage II (KS II), 16 respondents (28%) as Prosperous Family Stage III (KS III), and 22 respondents (36%) as Prosperous Family Stage III-Plus (KS III-PLUS).
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INTRODUCTION
Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) terletak di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, yang secara geografis berada di antara 100°31'18" BT – 102°44'01" BT dan 1°07'13" LS – 1°26'14" LS (BBTNKS, 2018). Dengan luas mencapai 1.389.509,867 hektar serta kekayaan potensi sumber daya alam di dalamnya, Balai Besar TNKS menghadapi berbagai tantangan pengelolaan kawasan, salah satunya adalah aktivitas perladangan (Rahmat et al., 2006). Menjaga dan berpatroli di kawasan TNKS merupakan tugas berat bagi pengelola taman nasional karena di banyak lokasi masyarakat masih belum menghormati batas-batas kawasan konservasi (Mulyoutami et al., 2010; Rahmat, 2005). Masyarakat yang tidak mengetahui batas taman nasional banyak yang bercocok tanam dan membangun permukiman di dalam kawasan, di sepanjang perbatasan, bahkan jauh di dalam zona inti taman nasional (Purwanto, 2016).
Aktivitas masyarakat di dalam hutan telah berlangsung sejak lama, bermula dari pemanfaatan sederhana beberapa pohon sebagai kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat tidak hanya mengambil hasil hutan secara terbatas, melainkan melakukan pembukaan lahan secara luas untuk kegiatan perladangan (Alfany et al., 2015; Totok, 2011). Apabila batas kawasan TNKS tidak jelas atau tidak dipahami oleh masyarakat setempat, maka risiko perluasan perladangan akan semakin besar (Teguh et al., 2009; Aryadi, 2004).
Salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan perladangan di dalam kawasan TNKS adalah penyelenggaraan program transmigrasi (Legiani et al., 2018). Program transmigrasi tersebut merupakan jenis transmigrasi umum yang dibiayai oleh Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Jambi melalui pola Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-TRANS) (Fazriyas, 1998; Yulmardi, 2019). Salah satu wilayah yang menjadi daerah tujuan transmigrasi tersebut adalah Kecamatan Bahar Selatan (Sari et al., 2015; Tobing et al., 2022).
Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, menjadi tempat bermukimnya masyarakat eks peladang dan memiliki potensi utama pada sektor perkebunan kelapa sawit. Melalui ketersediaan mata pencaharian alternatif ini, masyarakat eks peladang diharapkan tidak lagi melakukan perambahan di kawasan TNKS sekaligus mampu meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya (Aldianti, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kajian sosial ekonomi yang komprehensif terhadap masyarakat eks peladang kawasan TNKS di Kecamatan Bahar Selatan dengan menggunakan indikator keluarga sejahtera dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna memperoleh gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat secara jelas dan terukur.
RESEARCH METHODS
Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara terstruktur menggunakan panduan kuesioner, observasi langsung di lapangan, serta studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi dari instansi dan lembaga terkait.
Metode Pengambilan Sampel
Penentuan sampel responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik populasi penelitian. Jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 kepala keluarga eks peladang kawasan TNKS yang bermukim di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi (Desa Adipura Kencana, Desa Bukit Jaya, dan Desa Tanjung Sari).
Analisis Data
Sebelum dilakukan analisis, data yang terkumpul melalui kuesioner terlebih dahulu melalui tahapan pengolahan data (Anak & Anik, 2017; Mulyadi, 2011). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yakni mengolah data penelitian berbentuk angka ke dalam bentuk tabulasi frekuensi dan persentase untuk kemudian dideskripsikan secara sistematis berdasarkan indikator kesejahteraan BKKBN serta standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Muaro Jambi Tahun 2024.
RESULT AND DISCUSSION
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia responden merupakan umur kepala keluarga pada saat penelitian dilaksanakan yang dinyatakan dalam satuan tahun. Distribusi karakteristik responden berdasarkan kelompok usia disajikan pada Table 1.
Table 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
	Golongan Usia (Tahun)
	Jumlah Responden (Jiwa)
	Persentase (%)

	40–50
	10
	17%

	51–60
	36
	60%

	61–70
	11
	18%

	71–80
	3
	5%

	Total
	60
	100%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Berdasarkan Table 1, responden golongan usia 40–50 tahun berjumlah 10 responden (17%), golongan usia 51–60 tahun mendominasi sebanyak 36 responden (60%), golongan usia 61–70 tahun sebanyak 11 responden (18%), serta golongan usia 71–80 tahun sebanyak 3 responden (5%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga eks peladang masih berada pada kelompok usia produktif akhir hingga pra-lansia.
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menetap
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masyarakat eks peladang dari kawasan TNKS bermigrasi ke wilayah transmigrasi Kecamatan Bahar Selatan secara berkelompok. Distribusi responden berdasarkan lama menetap ditunjukkan pada Table 2.
Table 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menetap
	Lama Menetap (Tahun)
	Jumlah Responden (Jiwa)
	Persentase (%)

	28 Tahun
	17
	28%

	29 Tahun
	43
	72%

	Total
	60
	100%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Responden dengan lama menetap selama 28 tahun berjumlah 17 responden (28%), sedangkan responden yang telah menetap selama 29 tahun berjumlah 43 responden (72%). Durasi bermukim yang hampir mencapai tiga dekade tersebut mencerminkan proses adaptasi sosial dan ekonomi yang telah berlangsung lama di lokasi transmigrasi.
Kondisi Sosial Ekonomi Berdasarkan Pendidikan
Tingkat pendidikan memberikan pengaruh signifikan terhadap status sosial ekonomi keluarga, karena pendidikan yang lebih tinggi memudahkan individu memperoleh pekerjaan yang layak (Julianto & Utari, 2019; Hanum & Safuridar, 2018). Hal ini sejalan dengan pandangan Hidayatullah & Wardiman (2023) bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan mobilitas kelas sosial masyarakat. Distribusi tingkat pendidikan responden disajikan pada Table 3.
Table 3. Tingkat Pendidikan Responden
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah Responden (Jiwa)
	Persentase (%)

	Tamatan SD
	9
	15%

	Tamatan SMP
	16
	27%

	Tamatan SMA/SMK
	24
	40%

	Tamatan S1
	11
	18%

	Total
	60
	100%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan tamatan SMA/SMK sebanyak 24 responden (40%), diikuti tamatan SMP sebanyak 16 responden (27%), tamatan Sarjana (S1) sebanyak 11 responden (18%), dan tamatan SD sebanyak 9 responden (15%). Keterbatasan jenjang pendidikan pada sebagian responden disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua di masa lalu yang belum mampu membiayai pendidikan hingga perguruan tinggi.
Kondisi Sosial Ekonomi Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan tidak hanya bernilai ekonomi untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga merupakan sarana aktualisasi sosial masyarakat (Soekanto & Sulistyowati, 2013; Rozali, 2018). Jenis pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan responden diuraikan pada Table 4 dan Table 5.
Table 4. Jenis Pekerjaan Pokok Responden
	Pekerjaan Pokok
	Jumlah Responden (Jiwa)
	Persentase (%)

	Petani Sawit
	50
	83%

	Buruh Tani
	2
	3%

	PNS
	7
	12%

	PPPK
	1
	2%

	Total
	60
	100%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Table 5. Jenis Pekerjaan Sampingan Responden
	Pekerjaan Sampingan
	Jumlah Responden (Jiwa)
	Persentase (%)

	Petani Sawit
	2
	14%

	Pedagang
	2
	14%

	Pengurus KUD
	3
	22%

	Pensiunan
	1
	7%

	Driver
	1
	7%

	Perangkat Desa
	2
	14%

	Bengkel
	1
	7%

	Honorer
	2
	14%

	Total
	14
	100%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Berdasarkan Table 4, sebagian besar responden bermata pencaharian pokok sebagai petani kelapa sawit sebanyak 50 responden (83%), diikuti PNS sebanyak 7 responden (12%), buruh tani sebanyak 2 responden (3%), dan PPPK sebanyak 1 responden (2%). Selain itu, terdapat 14 responden yang memiliki pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan rumah tangga, antara lain sebagai pengurus KUD (22%), petani sawit (14%), pedagang (14%), perangkat desa (14%), serta tenaga honorer (14%).
Kondisi Sosial Ekonomi Berdasarkan Penghasilan Keluarga
Tingkat penghasilan keluarga diukur dengan membandingkan pendapatan bulanan rumah tangga terhadap standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Muaro Jambi Tahun 2024 sebesar Rp3.172.413,23 sebagaimana disajikan pada Table 6.
Table 6. Tingkat Penghasilan Keluarga per Bulan
	Penghasilan (Bulan)
	Jumlah Responden (Jiwa)
	Persentase (%)

	< Rp3.172.413,23
	25
	42%

	> Rp3.172.413,23
	35
	58%

	Total
	60
	100%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Berdasarkan Table 6, sebanyak 35 responden (58%) telah memiliki penghasilan bulanan di atas UMK Muaro Jambi Tahun 2024, sedangkan 25 responden lainnya (42%) masih berpenghasilan di bawah standar UMK. Mayoritas pendapatan di atas UMK tersebut ditopang oleh produktivitas kebun kelapa sawit yang telah memasuki masa panen optimal.
Kondisi Sosial Ekonomi Berdasarkan Tempat Tinggal
Selain berfungsi sebagai kebutuhan primer, kelayakan fisik tempat tinggal menjadi indikator penting dalam menilai status sosial ekonomi suatu keluarga (Gan et al., 2017; Sofian et al., 2022). Kondisi tempat tinggal responden dirangkum dalam Table 7.
Table 7. Keadaan Sosial Ekonomi Berdasarkan Keadaan Tempat Tinggal
	Indikator
	Jumlah
	Total
	Persentase (%)

	
	Ya
	Tidak
	
	

	Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik.
	59
	1
	60
	98%

	Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
	58
	2
	60
	97%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh responden telah menempati rumah layak huni, di mana 59 keluarga (98%) memiliki atap, lantai, dan dinding bangunan permanen yang baik, serta 58 keluarga (97%) memenuhi standar luas lantai minimal 8 m² per anggota keluarga.
Kondisi Sosial Ekonomi Berdasarkan Kesehatan
Kesehatan merupakan komponen modal manusia (human capital) yang fundamental dalam mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rumah tangga (Aurelya et al., 2022; Aeni, 2021). Indikator kesehatan keluarga responden disajikan pada Table 8.
Table 8. Keadaan Sosial Ekonomi Berdasarkan Kesehatan
	Indikator
	Jumlah
	Total
	Persentase (%)

	
	Ya
	Tidak
	
	

	Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
	60
	0
	60
	100%

	Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
	60
	0
	60
	100%

	Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
	57
	3
	60
	95%

	Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
	55
	5
	60
	92%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Berdasarkan Table 8, seluruh responden (100%) telah memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan ketika anggota keluarga sakit maupun untuk pelayanan keluarga berencana (KB). Sebanyak 95% keluarga berada dalam kondisi sehat selama tiga bulan terakhir, dan 92% pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih telah menggunakan alat kontrasepsi.
Kondisi Sosial Ekonomi Berdasarkan Konsumsi Keluarga
Seluruh keluarga eks peladang telah mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar dengan baik, di mana 100% anggota keluarga makan minimal dua kali sehari dan mengonsumsi protein hewani (daging/ikan/telur) sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Namun, terdapat 2 responden yang belum memenuhi indikator kebutuhan sandang karena keterbatasan pendapatan. Hal ini sejalan dengan temuan Priyanto (2007) bahwa tingkat pendapatan kepala keluarga berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Rincian indikator konsumsi keluarga ditampilkan pada Table 9.
Table 9. Keadaan Sosial Ekonomi Berdasarkan Konsumsi Keluarga
	Indikator
	Jumlah
	Total
	Persentase (%)

	
	Ya
	Tidak
	
	

	Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
	60
	0
	60
	100%

	Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
	58
	2
	60
	97%

	Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
	60
	0
	60
	100%

	Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
	58
	2
	60
	97%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Kondisi Sosial Ekonomi Berdasarkan Lingkungan Masyarakat
Menurut Sukirno (2013), kondisi sosial ekonomi mencakup keterkaitan antara aspek material dan aspek interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi sosial responden dalam lingkungan masyarakat disajikan pada Table 10.
Table 10. Keadaan Sosial Ekonomi Berdasarkan Lingkungan Masyarakat
	Indikator
	Jumlah
	Total
	Persentase (%)

	
	Ya
	Tidak
	
	

	Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
	60
	0
	60
	100%

	Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial.
	60
	0
	60
	100%

	Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.
	24
	36
	60
	40%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Data pada Table 10 menunjukkan tingkat kohesi sosial yang sangat tinggi, di mana 100% keluarga berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan secara sukarela memberikan sumbangan sosial, serta 40% keluarga memiliki anggota yang berperan aktif sebagai pengurus organisasi atau institusi masyarakat setempat.
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Eks Peladang Kawasan TNKS
Penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat mengacu pada 21 indikator dalam 5 tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN (Puspitawati et al., 2020). Klasifikasi responden pada setiap tahapan kesejahteraan diuraikan sebagai berikut:
1. Keluarga Pra Sejahtera (KPS): Terdapat 6 responden (10%) yang masuk dalam kategori KPS karena belum dapat memenuhi indikator kebutuhan dasar minimum sebagaimana dirinci pada Table 11.
Table 11. Keluarga Pra Sejahtera Berdasarkan Indikator yang Tidak Terpenuhi
	No
	Indikator yang Tidak Terpenuhi
	Jumlah Responden
	Persentase (%)

	1
	Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
	2
	33%

	2
	Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik.
	1
	17%

	3
	Semua anak umur 7–15 tahun dalam keluarga bersekolah.
	3
	50%

	
	Total
	6
	100%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Ketidakmampuan memenuhi indikator KPS terutama disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi keluarga (pendapatan di bawah UMK) yang berdampak pada ketidakmampuan menyekolahkan anak usia 7–15 tahun (3 responden atau 50%) serta keterbatasan kepemilikan pakaian (2 responden atau 33%), sementara 1 responden (17%) belum memperbaiki kondisi fisik rumah meskipun secara ekonomi tergolong mencukupi.
2. Keluarga Sejahtera I (KS I): Terdapat 10 responden (16%) yang tergolong dalam tahapan KS I karena telah memenuhi kebutuhan dasar, namun belum memenuhi seluruh indikator kebutuhan sosial psikologis sebagaimana disajikan pada Table 12.
Table 12. Keluarga Sejahtera I Berdasarkan Indikator yang Tidak Terpenuhi
	No
	Indikator yang Tidak Terpenuhi
	Jumlah Responden
	Persentase (%)

	1
	Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
	2
	20%

	2
	Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
	2
	20%

	3
	Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
	1
	10%

	4
	Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
	1
	10%

	5
	Seluruh anggota keluarga umur 10–60 tahun bisa baca tulisan latin.
	2
	20%

	6
	Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
	2
	20%

	
	Total
	10
	100%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Faktor penyebab belum terpenuhinya indikator KS I meliputi keterbatasan luas lantai hunian per penghuni (20%), adanya anggota keluarga usia lanjut yang tidak menempuh pendidikan dasar sehingga belum dapat membaca huruf latin (20%), kekhawatiran terhadap efek samping alat kontrasepsi (20%), preferensi untuk tidak membeli pakaian baru setiap tahun (20%), gangguan kesehatan akut berupa demam berdarah yang memerlukan perawatan rumah sakit (10%), serta ketiadaan anggota keluarga dengan pekerjaan berpenghasilan tetap (10%).
3. Keluarga Sejahtera II (KS II): Terdapat 6 responden (10%) yang berada pada tahapan KS II karena belum memenuhi indikator kebutuhan pengembangan keluarga sebagaimana tercantum pada Table 13.
Table 13. Keluarga Sejahtera II Berdasarkan Indikator yang Tidak Terpenuhi
	No
	Indikator yang Tidak Terpenuhi
	Jumlah Responden
	Persentase (%)

	1
	Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
	1
	17%

	2
	Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
	5
	83%

	
	Total
	6
	100%


Sumber: Data primer diolah, 2024
Sebagian besar responden pada kategori KS II (5 responden atau 83%) belum membiasakan makan bersama secara rutin minimal seminggu sekali akibat perbedaan jadwal aktivitas anggota keluarga, sementara 1 responden (17%) belum mampu menyisihkan penghasilan untuk tabungan karena seluruh pendapatan habis terserap untuk pemenuhan kebutuhan harian.
4. Keluarga Sejahtera III (KS III) dan Keluarga Sejahtera III-Plus (KS III-PLUS): Sebanyak 16 responden (28%) berada pada tahapan KS III karena hanya satu indikator yang belum terpenuhi, yakni keaktifan anggota keluarga sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan, atau institusi masyarakat (Table 14). Sementara itu, kelompok terbesar yaitu 22 responden (36%) telah berhasil mencapai tahapan tertinggi, yakni Keluarga Sejahtera III-Plus (KS III-PLUS), karena mampu memenuhi keseluruhan 21 indikator kesejahteraan BKKBN secara paripurna.
Table 14. Keluarga Sejahtera III Berdasarkan Indikator yang Tidak Terpenuhi
	No
	Indikator yang Tidak Terpenuhi
	Jumlah Responden
	Persentase (%)

	1
	Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.
	16
	100%

	
	Total
	16
	100%


Sumber: Data primer diolah, 2024
CONCLUSIONS
Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat eks peladang kawasan TNKS di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi (Desa Adipura Kencana, Desa Bukit Jaya, dan Desa Tanjung Sari), dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat umumnya adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) sebesar 40%, dengan mata pencaharian pokok didominasi sebagai petani kelapa sawit sebesar 83%. Ditinjau dari tingkat pendapatan keluarga berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Muaro Jambi Tahun 2024, sebanyak 35 responden (58%) telah memperoleh penghasilan di atas UMK. Kondisi tempat tinggal masyarakat umumnya sudah permanen dan layak huni (98%), disertai kondisi kesehatan yang baik (100% mengakses fasilitas kesehatan), pemenuhan konsumsi pangan yang tercukupi (100%), serta partisipasi sosial kemasyarakatan yang tinggi (100%).
Berdasarkan klasifikasi tahapan keluarga sejahtera BKKBN, tingkat kesejahteraan masyarakat eks peladang terdiri atas Keluarga Pra Sejahtera (KPS) sebanyak 6 responden (10%), Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 10 responden (16%), Keluarga Sejahtera II (KS II) sebanyak 6 responden (10%), Keluarga Sejahtera III (KS III) sebanyak 16 responden (28%), dan Keluarga Sejahtera III-Plus (KS III-PLUS) sebanyak 22 responden (36%). Dengan demikian, program transmigrasi berbasis perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bahar Selatan terbukti mampu mendorong sebagian besar masyarakat eks peladang mencapai taraf kesejahteraan menengah ke atas (KS III dan KS III-PLUS sebesar 64%).
RECOMMENDATIONS
Pemerintah daerah bersama pengelola kawasan TNKS dan pemerintah desa di Kecamatan Bahar Selatan disarankan untuk memberikan pendampingan ekonomi produktif serta akses bantuan pendidikan kepada keluarga yang masih berada pada kategori Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I (KS I), khususnya bagi rumah tangga berpenghasilan di bawah UMK agar seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan wajib belajar. Selain itu, penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan penyuluhan kesehatan keluarga perlu terus dioptimalkan guna menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah kembalinya aktivitas perambahan hutan di kawasan TNKS.
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